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ABSTRAK 
Nama   : Ridwan Istanto Sukamto  
NIM  : 10400113055 
Judul : Studi Implementasi Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang 
Hukum  Perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pattallassang. 
Wakaf merupakan ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kalangan 
masyarakat umum, wakaf termasuk juga ibadah yang mendatangkan kemaslahatan 
karena merupakan salah satu amal jariah, perwakafan di Indonesia diatur oleh 
undang-undang, seperti yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-
undang ini di bentuk agar tata administrasi wakaf dapat terlaksana secara teratur guna 
memberikan kepastian hukum bagi tanah yang telah diwakafkan. Penelitian ini 
dengan judul Studi Implementasi Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum 
Perwakafan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, pasal tersebut 
membahas mengenai pentingnya pengurusan akta ikrar wakaf (AIW). penelitian ini 
akan di kupas secara kualitataif dengan berusaha menguraikan secara deskriptif 
melalui wawancara dan observasi. 
            Melalui penelitian ini,penulis mencoba memandang sejauhmana implementasi 
pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Pattalassang dilaksanakan. Selanjutnya terekstraklah rumusan 
masalah berupa, Bagaimana peran KUA Kecamatan Pattalassang dalam 
pengimplentasian pasal 218 Kompilasi Hukum Islam ?, Apakah yang menjadi 
kendala dalam hal pengurusan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Pattalassang ?, 
dan Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan jika pasal 218 KHI tidak di 
implementasikan di masyarakat, yaitu ketika tanah wakaf tidak memiliki Akta Ikrar 
Wakaf ?. Rumusan masalah pertama mengacu pada sejauh mana peran Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dalam mengelola tata administrasi 
kepengurusan Akta Ikrar Wakaf  di Kecamatan Pattalassang. Rumusan masalah 
kedua membahas tentang kendala atau kesulitan yang di hadapi oleh pengurus Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dalam hal pengurusan Akta Ikrar Wakaf . 
Rumusan masalah terakhir membahas tentang dampak yang di timbulkan jika 
masyarakat tidak mengurus Akta Ikrar Wakaf. 
  Penelitian ini signifikan dilakukan, dikarenakan AIW merupakan unsur 
terpenting dalam pelaksanaan wakaf, administrasi akta ikrar wakaf adalah saat 
dimana wakif, nazdir, serta pengurus Kantor Urusan Agama saling berinteraksi guna 
memberikan bukti yang sah bahwasanya tanah tersebut sudah diwakafkan. Dengan 
terlaksananya tata kelola administrasi pengurusan AIW, maka berbagai permaslahan 
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yang muncul tentang harta wakaf dapat diminimalisir, serta penyelewengan 
tentang harta wakaf sulit untuk dilakukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 218 Kompilasi Hukum Islam di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya tanah yang telah diwakafkan belum memiliki AIW. Hal 
ini dikerenakan oleh faktor  pemahaman dan kesadaran masyarakat yang sangat 
minim tentang administrasi perwakafan di Kecamatan Pattalassang.  Permasalahan ini 
harusnya menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama untuk lebih 
memaksimalkan tata kelola administrasi wakaf di Kecamatan pattalassang.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Allah swt menetapkan bahwasanya ka’bah adalah kiblat bagi umat muslim. 
Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as beserta Nabi Ismail as, yang sekaligus 
merupakan wakaf  yang diberikan oleh Nabi Ibrahim as kepada umat muslim.  maka 
demikian ka`bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan 
dimanfaatkan untuk kepentingan agama. 
 Wakaf merupakan suatu ibadah yang esensial bagi kehidupan manusia. 
Betapa tidak, ibadah yang disyariatkan oleh Allah terkait erat dengan kepentingan 
manusia yakni harta, uang, dan benda, disamping isi dan pokoknya untuk meraih 
ridha dari Allah swt. 
 Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw  karena wakaf 
disyariatkan setelah nabi saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada 
dua pendapat berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha ) tentang siapa 
yang pertama kali melakukan melaksanakan syari’at wakaf . Menurut sebagian 
pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kalimelaksanakan wakaf adalah 
Rasulullah saw untuk dibangun masjid.
1
    
 Wakaf mengandung nilai sosial, yang meskipun secara eksplisit al-Qur’an 
tidak mencantumkan terminologi wakaf, namun dalam persoalan pengelolaan harta 
dalam kaitannya dengan kepentingan sosial mendapat perhatian serius sebagai 
prasyarat keutamaan keberagamaan seseorang. Dengan demikian wakaf termasuk 
                                                          
1
 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2006), hal. 4.   
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daam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitannya 
dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat. 
 Adapun ayat yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang 
dijadikan dasar hukum wakaf adalah surat Al-Baqarah ayat 267. 
… Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah : 2/267; 
 
َاهَُّيأَٰٓ  َي  َهيِرَّنٱ  َه ِّم مَُكن َاىۡجَسَۡخأ َٰٓا َّمِمَو ُۡمتۡبَسَك اَم ِت  َبِّيَط هِم ْاُىقِفَوأ ْا َُٰٓىىَماَء  ِضَۡزۡلۡٱ  ْاىُم ََّميَت َلََو
 َثِيبَخۡنٱ  ِب ُمتَۡسنَو َنُىقِفُىت ُهۡىِمَيِرِخا َو ِِۚهِيف ْاىُضِمُۡغت َنأ َٰٓ َِّلَإ ِه ْا َٰٓىَُمهۡعٱ  ََّنأ َ َّللّٱ  ِىَغ  ي  ٌديِمَح 
Terjemahnya :   
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”2 
 Praktek wakaf telah diaplikasikan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Hal 
tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia berupa 
peninggalan fisik sebagai bukti dari kemajuan dalam segala aspek kehidupan.
3
  
 Praktek tentang hukum perwakafan juga terjadi di Indonesia, hal  yang tak 
mengherankan dan menjadi suatu yang lumrah terjadi di Indonesia, karena Indonesia 
adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Bagi masyarakat 
muslim, mewakafakan harta mereka untuk kepentingan umum adalah suatu ibadah 
yang baik, karena wakaf adalah salah satu amal jariyah, dengan faedah pahala yang 
tak terputus, walau yang mewakafkan telah meninggal dunia. Masyarakat muslim di 
                                                          
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Kemenag RI, 2005, hal. 46. 
3
Lihat Muchtar Lubis, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar , (Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), hal. 4. 
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Indonesia mewakafkan tanah mereka sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad 
Saw. Diantaranya ada yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, sekolah 
ataupun sarana lain yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Meskipun di Indonesia 
bukan Negara yang menjalankan syariat islam sebagai undang-undang yang berlaku 
secara umum, akan tetapi hukum islam tetaplah memiliki nilai didalam pembuatan 
undang-undang yang berlaku di Indonesia.   
 Prosedur pelaksanaan wakaf di Indonesia menurut kurniati, yaitu sebelum 
lahirnya perundang-undangan adalah berdasarkan tradisi yang diwarisi oleh islam. 
Sistemnya sederhana sebagaimana yang telah dilakukan oleh sultan Notokusumo I, 
Raja Sumenep pada tahun 1986 M. pada saat itu berkehendak untuk melakukan 
wakaf, ia memanggil putranya ( yang akan menggantikannya kelak ) dan menyatakan 
kepadanya bahwa beliau akan mewakafkan tanah kota sumenep beserta gedung-
gedung yang ada diatasnya untuk kepentingan fakir miskin, pernyataan kehendak itu 
kemudian dinyatakan dalam suatu piagam yang kini dapat dibaca di museum 
Kabupaten Sumenep.
4
 
 Hukum  positif di Indonesia juga  mengatur  tentang wakaf, peraturan 
tentang wakaf diatur didalam undang-undang,  peraturan tentang hukum perwakafan 
diatur  didalam Kompilasi Hukum Islam. Yang mengatur tentang hukum perwakafan, 
dan tata cara yang sah untuk mewakafkan harta. Salah satu pasal didalam kompilasi 
hukum islam yaitu, pasal 218. Yang berbunyi, “ pihak yang mewakafkan harus 
mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat 
pembuat ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang kemudian 
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 Lihat Kurniati, Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), hal. 76. 
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menuangkannya didalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-kurangnya 
dua orang saksi.” Pasal ini dianggap urgen untuk di implementasikan. 
 Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah mayoritas dari tanah yang 
telah diwakafkan tidak memiliki akta ikrar wakaf, sesuai yang dicantumkan didalam 
pasal 218 Kompilasi Hukum Islam. Khususnya di wilayah Kecamatan Patalassang, 
masyarakat hanya sekedar  mewakafkan tanah mereka tanpa memperdulikan apakah 
tanah yang mereka wakafkan sudah sesuai dengan prosedur tata cara mewakafkan 
tanah melalui peraturan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang.    
 Oleh sebab itu, peneliti ingin mengangkat judul “ Studi Implementasi Pasal 
218 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan  Pattallassang.” yang akan membahas tentang implementasi 
pasal 218 khususnya di kecamatan pattalassang. 
B. Rumusan Masalah 
 Maka berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka akan 
memunculkan pokok masalah yang harus di jawab, yaitu bagaimana implementasi 
pasal 218 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Patalassang, dari pokok masalah 
tersebut akan didapat sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Pattalssang dalam pengimplentasian pasal 
218 Kompilasi Hukum Islam ? 
2. Apakah yang menjadi kendala dalam hal pengurusan Akta Akrar Wakaf di 
KUA Kecamatan Pattalassang ?  
3. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan jika pasal 218 KHI tidak di 
implementasikan di masyarakat, yaitu ketika tanah wakaf tidak memiliki Akta 
Ikrar Wakaf ?  
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C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Defenisi Operasional 
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ini, yaitu 
“Implementasi Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan di 
KUA Kecamatan  Pattallassang “maka diperlukan suatu penjelasan yang jelas, agar 
pembaca lebih mudah dalam memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini.  
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi 
bisa diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. 
Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam adalah pasal di dalam undang-undang 
Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “pihak yang mewakfkan harus 
mengikrarkan kehendaknya secra jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat 
pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yang 
kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan sekurang-
kurangnya oleh 2 orang saksi’.   
Wakaf menurut bahasa arab berarti al-habsu yang berasal dari kata kerja 
habasa-yabisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. 
Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil 
manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan 
untuk kebaikan.
5
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 Adijani Al-Alabi, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek  ( Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2002), Hal. 25.  
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KUA Adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama, adalah lembaga dibawah 
naungan Kementrian Agama Republik Indonesia, yang mengurus tentang pernikahan, 
zakat, haji dan termasuk wakaf. 
Kec. Patallassang adalah salah satu daerah yang terletak di kabupaten Gowa 
pada Provinsi Sulawesi Selatan. 
Implementasi pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum 
Perwakafan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pasal 218 KHI terlaksana, 
yaitu tentang tata kelola administrasi ikrar wakaf diterapkan di wilayah yuridiksi 
KUA Kecamatan Pattalassang, serta dinamika dalam tata kelola administrasi 
pengurusan ikrar wakaf di KUA Kecamatan Pattalassang. 
2. Ruang Lingkup Penelitian  
 Ruang lingkup pembahasan didalam penelitan ini berfokus pada 
pengimplentasian pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, bagaimana dinamika yang terjadi di 
masyarakat tentang pengurusan akta ikrar wakaf, apa saja peran KUA di dalam 
melaksanakan proses administrasi perwkafan di Kecamatan Pattalassang, serta 
bagaimana dampak yang di timbulkan didalam masyarakat apabila proses 
administrasi perwakafan di Kecamatan Patallassang ini tak terurus dengan baik. 
D. Kajian Pustaka  
 Kajian atau telaah pustaka adalah suatu acuan dasar di dalam penulisan karya 
ilmiah, yang menjadi sumber kajian yang pokok. Agar penelitian tidak mengambang 
dan dapat diselesaikan dengan baik sebagaimna mestinya dan tidak keluar dari pokok 
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permasalahan. Yang berhubungan langsung dengan materi yang dibutuhkan di dalam 
penyelesaian penelitian. 
1. Rachmadi Usman S.H, M.H, dalam bukunya yang berjudul  “ Hukum 
Perwakafan di Indonesia” buku ini membahas tentang perkembangan hukum 
dan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah dan perwkafan di 
Indonesia, sdrata perwakafan dalam perspektif hukum Islam dan kompilasi 
hukum Islam.   
2. H. Adijani Al-Alabi, S.H, dalam bukunya yang berjudul” Perwakafan Tanah 
di Indonesia,” buku ini menjelaskan masalah perwakafan yang terjadi di 
Indonesia, dan menjelaskan cara memperoleh hak perwakafan menurut 
hukum islam. 
3. Drs. Muhtar Lutfi,  M.pd, dalam bukunya yang berjudul  yaitu”Optimalisasi 
Pengolahan Wakaf”. Buku ini banyak menjelaskan masalah administrasi 
perwakafan yang terjadi di Indonesia serta peranan nadzir dalampengolahan 
wakafyang sesuai dengan perundang-undangan. 
4. Buku K. Lubis dalam buku yang berjudul “ Wakaf dan Pemberdayaan Umat”. 
Buku ini menjelaskan dan menitikberatkan wakaf dalam perspektif Al-Qur’an 
dan Sunnah dan menjelaskan sejarah wakaf di dunia islam serta peran 
pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf dan peran 
pemerintah dalam memberdayakan harta wakaf. 
5. Dr. Muhtar Lutfi, Mpd dalam bukunya yang berjudul “ Managemen Wakaf, 
Upaya Progresif dan Inovatif Bagi Kesejahteraan Umat” buku ini membahas 
tentang proses pemberdayaan wakaf yang optimal untuk mewujudkan 
kesejahteraan umat. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara singkat dengan mendasarkan 
pada permasalahan yang dikemukakan. Rumusan tujuan harus taat asas dengan 
hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya.
6
 
Adapun yang ingin di capai didalam pelaksanaan pasal 218 Kompilasi Hukum 
Islam ini adalah sebagai berikut; 
1) Untuk mengetahui apa saja peran KUA kec. Pattalassang dalm hal 
pengimplentasian pasal 218 Kompilasi Hukum Islam. 
2) Untuk mengetahui mengapa banyak tanah yang tak memiliki akta ikrar wakaf. 
3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika saja pasal 218 Kompilasi 
Hukum Islam tidak di implemetasikan dengan baikdi masyarakat.  
2. Kegunaan Penelitian 
 Di samping tujuan penelitian, juga perlu diuraikan kemungkinan manfaatnya. 
Dalam hubungan ini, perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang 
dijanjikan terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan bagi yang terkait. Manfaat 
penelitian mengemukakakan inovasi yang dihasilkan dari suatu penelitian. Adapun 
manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 
a. Bagi peneliti, dengan terselesainya penelitian ini dapat menambah wawasan 
tentang hukum perwakafan, terutama implementasinya di dalam masyarakat, 
bagaimana dinamika permasalahan wakaf yang ada di dalam masyarakat. 
                                                          
6
 Bambang  Dwiloka, Teknik Menulis Karya ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, 
Makalah, dan Laporan ( Semarang: Rineka Cipta, 2005),  Hal. 183. 
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b. Dengan terselesainya penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan yang 
baik untuk  masyarakat, terutama mengenai pasal 218 Kompilasi Hukum 
islam tentang hukum perwakafan, serta menjadi rujukan bagi mahasiswa 
jurusan syariah dan hukum untuk lebih mengenal pasal 218 KHI dalam 
penerapannya di dalam masyarakat. 
c. Dengan terselesainya penelitian ini, dapat menjadi solusi terhadap segala 
permasalahan yang ada, terkait dengan penerapan pasal 218 Kompilasi 
Hukum Islam di kalangan masyarakat.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS  
A. Pengertian Wakaf 
Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja wakafa, (fill madi)-yaqifu (fill 
mudari)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf 
menurut istilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya 
tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk 
kebaikan.
7
  
Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja 
habsa-yabisu-habsan, menjauhkan seseorang dari sesuatu atau memenjarakan. 
Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa, dan berarti mewakafakan harta 
karena Allah. Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan 
kepada orang lain dengan alas an yang tidak dibenarkan. 
Fikih wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (tahbis al-ashli),dan 
mendermakan hasilnya atau manfaatnya kepada masyarakat (tasbil al-tsamrah), 
defenisi tersebut didasarkan pada Hadist riwayat Al-Bukhari, ketika itu Umar 
bertanya kepada Nabi saw tentang amal apa yang terbaik untuk memanfaatkan 
perkebunan ssubur di khaibar. Nabi saw ketika itu menjawab,” in syi-ta habista 
ashala watasoddaqta biha.” Yaitu artinya jika engkau menghendaki maka engkau 
hendaknya menahan pokoknya dan bersedekahlah dengan hasilnya.  
 
                                                          
7
 Adijani al-Alabi, Perwakafan Tanah di Indonesia (Cet.4;Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada 2002),  hal. 25. 
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Ulama fiqih kemudian menetapkan syarat-syarat wakaf yang ketat, yaitu 
persyaratan benda-benda yang akan diwakafkan, persyaratan transaksinya (ikrar 
wakaf), dan sasaran atau pemanfaatannya.
8
 
  Sedangkan pengertian wakaf menurut 4 ulama mashab, yaitu Imam Hanafi, 
Malik, Syafi’i, dan Hanbali, masing-masing memberi pengertiaan tentang wakaf, 
yaitu sebagai berikut :  
1. Abu Hanifah  
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif 
dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.  
2. Mazhab Maliki 
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 
melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta 
tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan 
manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafanya.  
3. Mazhab Syafi’I dan Hanbali 
Mazhab Syafi’I dan Hanbali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan 
harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 
perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 
diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang 
lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwkafkan 
tersebut tidak boleh diwariskan kepada ahli warisnya.
9
  
                                                          
8
 Lihat I Nyoman Yoga segara dkk, Kasus-Kasus Aktual Pelayanan Keagamaan di Indonesia, 
(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI 2015), 
Hal.127. 
9
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
2006), hal. 2-3.   
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Sedangkan didalam  Kompilasi Hukum Islam, pengertian wakaf tercantum 
dalam pasal 215 ayat 1 yang menyebutkan bahwasaannya wakaf adalah perbuatan 
hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 
ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.
10
 
Pengertian wakaf juga disebutkan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah  perbuatan hokum wakif yang 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamnya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
syariah.
11
 
B. Rukun dan Syarat Wakaf 
1. Rukun Wakaf 
Pada dasarnya di dadalam fiqh Islam terdapat 4 rukun dasar untuk 
perwakafan, dan syaratnya perwakafan harus memenuhi unsur-unsur  tersebut unsur 
dari wakaf tersebut yaitu,  
a. Adanya orang yang berwakaf ( sebagai subjek wakaf), (wakif). 
b. Adanya benda yang diwakaf-kan (mauquf bih), (sebagai objek wakaf); 
c. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir). 
d. Adanya akad atau lafadz, atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif 
kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf alaih). 
                                                          
10
 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, buku III, Pasal 
215.  
11
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, bab 1 pasal 1. 
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Menurut jumhur, Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali, rukun wakaf ada 4 
perkara. Adapun menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni al Muhtaj, 4 rukun wakaf 
tersebut dalah orang yang berwakaf ( al-wakif), benda yang diwakafkan (al-mauquf), 
orang atau objek yang diberi wakaf (al-mauquf alaih) dan sigat wakaf.
12
 
2. Syarat-Syarat Wakaf 
Menurut Adijani Al-Alabi, beberapa persyaratan umum yang harus 
diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah : 
a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam. Oleh 
karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak 
sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah untuk dijadikan jalanan umum yang 
akan dilalui oleh orang islam dan non-Islam (orang kafir) tidak mengapa. 
b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Karena itu tidak sah 
kalau seorang menyatakan: “saya mewakafkan kebun ini selama satu tahun”. 
c. Tidak mewakafan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah dan 
menimbulkan fitnah.
13
 
 Syarat yang harus terpenuhi dalam praktek perwakafan antara lain sebagai 
berikut : 
a. Syarat Wakif 
Unsur pertama wakaf yaitu, yaitu adanya subjek wakaf atau wakif, dalam hal 
ini adanya orang yang mewakafkan hartanya, dan harus memenuhi syarat-syarat yang 
diharuskan untuk menjadi seorang wakif, meliputi 4 kriteria yaitu : 
1) Merdeka  
                                                          
12
 Lihat Rachmadi usman, Hukum Perwakaafan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) 
Hal. 59-60. 
13
 Adijani al-Alabi, Perwakafan Tanah di Indonesia (Cet.4;Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada 2002),  hal. 34. 
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Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena 
wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara menggugurkan hak milik 
tersebut kepada orang lain. 
2) Berakal Sehat 
wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak 
berakal, tidak mumayyiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan 
lainnya. 
3) Dewasa (baigh) 
Wakaf yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (baligh), hukumnya 
tidak sah karena ia tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula 
menggugurkan hak miliknya. 
4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai) 
Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk 
berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak 
sah.
14
 
b. Syarat benda yang diwakafkan (mauquf-bih) 
Unsur kedua yaitu adanya wakaf, atau benda yang ingin diwakafkan yang 
merupakan objek wakaf (mauquf). Syarat syarat benda yang diharuskan ada dalam 
tata kelola perwakafan adalah; 
1) Benda harus memiliki nilai guna 
Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang 
bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat,dan sebagainya.  
2) Benda tetap atau benda bergerak 
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 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2006), hal 19-20. 
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Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi’iyah dalam 
mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta 
tersebut. 
3) Benda yang diwakafkan harus tertentu 
Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang diwakafkan 
tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanahyang dimiliki, 
sejumlah buku dan sebagainya. 
4) Benda yang diwakfkan benar-benar menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si 
wakif ( orang yang mewakafkan ) ketika terjadi akad wakaf. 
Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau yang 
belum miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang 
masih dalam sengketa atau jaminan jual-beli dan lain sebagainya.
15
 
Disamping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya 
dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari 
perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah 
harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk 
menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang 
berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.   
Kalau yang diwakaafkan berupa wasiat,yaitu baru terlaksana setelah wakif 
meninggal dunia, maka jumlah atau nilai harta yang akan dibagikan tersebut 
tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) sebagian jumlah maksimal yang 
boleh diwasiatkan. 
c. Penerima wakaf ( Nazdir ) 
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 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, ( Jakarta: PT Grasindo, 2006), 
hal.60-61. 
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Syarat berikutnya yaitu adanya penerima wakaf, yaitu mauquf alih. Penerima 
wakaf adalah orang yang ahli memiliki seperti syarat-syarat bagi orang yang 
berwakaf. Tujuan wakaf itu harus jelas, dan hendaknya di sebutkan dengan terang 
kepada siapa diwakafkan. Karena tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dala 
kandungan, begitu pula dengan hamba sahaya. 
 
Hendaklah pihak yang diberi wakaf adalah yang mampu memiliki. Jika pihak 
tersebut tidak mampu memiliki, maka tidak sah wakafnya.
16
  
Para ulama mazhab sepakat bahwa pengelola wakaf yang ditunjuk oleh 
pewakaf atau hakim yang boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk 
mengusahakan kemaslahatan dari barang yang diwakafkan, baik itu dinyatakan secara 
jelas oleh orang yang memberinya kekuasaan atas barang wakaf, ataukah tidak, 
kecuali bila dalam wakaf tersebut dipersyaratkan agar wakaf tersebut dikelola secara 
langsung oleh orang yang diberi kekuasaan tersebut.
17
 
Menurut Mukhtar Lutfi, dalam perwakafan nazdir memegang peranan yang 
sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinga dan dapat 
berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan jika mungkin 
dikembangkan. Dilihat dari tugas nazdir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, 
mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-
orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu 
perwakafan tergantung pada nazdir.
18
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 Syaikh Muhammad Bin Shalih, Al-utsaimin, terj. Abu Huzaifah, Panduan Wakaf, Hibah 
dan Wasiat (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi’I, 2008), hal. 43. 
17
 Muhammad Jawad, Mugniyah, terj. Masykur A.B,  Fiqh lima Mazhab: Ja’fari, hanafi, 
maliki, syafi’I, Hambali ( Jakarta : Lentera, 2011 ), hal. 513. 
18
 Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi) 
(Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 126.  
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Syarat nadzir dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan 
yang membahas kriteria untuk menjadi seorang nazdir baik nazdir perorangan ataupu 
nazdir yang bersifat kelembagaan, syarat tersebut terdapat pada pasal 219 yang 
menyebutkan bahwa;  
1) Nazdir sebagaimana yang disebut dalam pasal 215 ayat (4) terdiri 
dariperorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
(a) Warga Negara Indonesia; 
(b) Beragama islam; 
(c) Sudah dewasa; 
(d) Sehat jasmani dan rohani; 
(e) Tidak berada dibawah pengampuan; 
(f) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda yang diwakafkannya.  
2) Jika berbentuk badan hukum, maka nazdir harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
(a) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia 
(b) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat benda yang 
diwakafkannya.
19
 
Sedangkan kewajiban nazdir disebutkan didalam pasal 220 Kompilasi Hukum 
Islam yang berbunyi: 
1) Nazdir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan 
wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Mentri Agama.   
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Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, buku III, Pasal 
219.  
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2) Nazdir diwajibkan memberikan laporan secara berkala atas semua hal yang 
menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan 
kepada Majelis Ulama Setempat dan Camat setempat. 
3) Tata cara pembuatan laporan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mentri Agama.
20
 
d. Syarat Ikrar Wakaf  
Syarat terakhir yaitu adanaya serah terima (ijab dan qabul), yang dilakukan 
oleh wakif kepada nadzir.  
Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, 
lisan, atau dengan suatu isyarat yang dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan 
dan lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat 
hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan cara lisan dan tulisan. Tentu 
pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak 
penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan dikemudian hari.
21
 
Secara garis umum, syarat sahnya shigat ijab, baik berupa ucapan maupun 
tulisan adalah; 
1) Shigat harus munjazah (terjadi seketika/selesai) 
Maksudnya adalah shigat tersebut menunjukkan terjadi dan 
terlaksananyawakaf seketika setelah shigat ijab diucapkan atau ditulis. 
2) Shigat tidak diikuti syarat batil (palsu) 
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 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, buku III, Pasal 
220.  
21
 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, ( Jakarta: PT Grasindo, 2006), 
hal.57. 
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Maksudnya adalah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau 
meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. 
3) Shigat tidak diikuti pembatasan waktu 
Wakaf adalah shadaqah yang disyari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi 
dengan waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya 
tidak sah.
22
 
Wakaf itu harus berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu . karena 
itu, apabila dalam ijab ada pembatasan tentang pembatasan waktu wakaf, 
maka wakaf tersebut batal. 
C. Dasar Hukum Wakaf 
Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an, tetapi 
keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an tertentu dan berbagai contoh dari 
Nabi Muhammad SAW dan  Khalifah Umar yang terdapat dalam hadis.
23
  
Meskipun didalam ayat Al-Qur’an tidak ditemukan dalil-dalil yang 
menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf, akan tetapi dengan perintah 
atau seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. 
Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, 
yang dijadikan dasar hukum wakaf, yaitu sebagai berikut. 
… Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah  : 2/267 ; 
اَهَُّيأَٰٓ  َي  َهيِرَّنٱ  َه ِّم مَُكن اَىۡجَسَۡخأ َٰٓا َّمِمَو ُۡمتۡبَسَك اَم ِت  َبِّيَط هِم ْاُىقِفَوأ ْا َُٰٓىىَماَء  ِضَۡزۡلۡٱ  ْاىُم ََّمَيت َلََو
 َثِيبَخۡنٱ  ِب ُمتَۡسنَو َنُىقِفُىت ُهۡىِمَ َو ِِۚهِيف ْاىُضِمُۡغت َنأ َٰٓ َِّلَإ ِهيِرِخا ْا َٰٓىَُمهۡعٱ  ََّنأ َ َّللّٱ  ِىَغ  ي  ٌديِمَح 
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 Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 
Wakaf, 2006), hal 61-62. 
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Terjemahan :   
 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji”24 
  
Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya Allah swt memerintahkan 
kepada hamba-hambanya yang beriman agar menafkahkan dijalan Allah sebagian 
dari hasil usaha merekayang baik-baik dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan 
dari bumi untuk mereka. Menafkahkan harta yang baik yang dicintai dan dermawan 
dalam mengeluarkan harta baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunnah seperti 
wakaf ataupun sedekah. 
… Allah berfirman dalam Qs Ali Imran :3/92; 
لن َ  ْاُىنَاَىت َِّسبۡنٱ  َِّنَئف ٖءۡيَش هِم ْاُىِقفُىت اَمَو َِۚنىُّبُِحت ا َّمِم ْاُىقِفُىت  ىَّتَح َ َّللّٱ  ِِهبۦ  ٞمِيهَع 
 
Terjemahan :  
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya 
.
25
 
 
Ayat tersebut adalah salah satu ayat yang dijadikan dasar untuk mewakafkan 
harta, bahwasanya seorang yang beriman belum sampai pada kebaktian atau 
ketakwaan yang sempurna sebelum menafkahkan harta yang dia cintai, dimana wakaf 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Kemenag RI, 2005), hal. 46. 
 
25
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adalah salah satu perbuatan mulia untuk menafkahkan sebagian harta untuk 
kemaslahatan umum. 
… Allah berfirman dalam Qs An-Nahl : 16/97; 
 
  ۡهَم  َِييُۡحَىَهف ٞهِمۡؤُم َُىهَو  َىثُوأ َۡوأ ٍسَكَذ ه ِّم اِٗحه  َص َمِمَع ُهَّىۥ  ُمهَسَۡجأ ُۡمهََّىيِزَۡجَىنَو 
 
َٗتبِّيَط ٗة  َىيَح
 َنُىهَمَۡعي ْاُىواَك اَم ِهَسَۡحِأب 
 
Terjemahan :  
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun  
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan 
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan”.26 
 Ayat tersebut menerangkan tentang janji Allah SWT, bagi siapapun yang 
beramal sholih ( yaitu amalan yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi-Nya), 
baik laki-laki maupun perempuan dari anak cucu Adam, hatinya beriman kepada 
Allah dan rasulnya, maka Allah akan memberinya kehidupan yang baik di dunia serta 
ganjaran yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan di akhirat. 
… Allah berfirman dalam Qs An-Hajj : 22/77; 
 
َاهَُّيأَٰٓ  َي  َهيِرَّنٱ  ْاُىىَماَء ْاىُعَكۡزٱ  َو 
 
ْاوُدُجۡسٱ  َو ْاوُُدبۡعٱ  َو ۡمُكَّبَز ْاُىهَعۡفٱ  َسۡيَخۡنٱ  ۩َنىُِحهُۡفت ۡمُكَّهََعن 
Terjemahan :  
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“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, 
sembah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat 
kemenangan”.27 
Al-Quran memang tidak menyebutkan anjuran wakaf secara eksplisit, akan 
tetapi anjuran untuk melaksanakan wakaf sudah jelas di dalam makna yang 
terkandung didalam ayat-ayatnya, yaitu anjuran untuk menafkahkan sebagian harta 
yang dicintai untuk kebaikan umat muslim. 
Dalam hukum positif di Indonesia, Artinya hukum yang di kodifikasikan 
dalam undang-undang Republik Indonesia, perwakafan diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam Buku III yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perwakafan. 
Aturan perwakafan juga dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf.     
Sejak pertengahan abad 1980, Depatemen Agama dan Mahkamah Agung 
mengupayakan yurisprudensi klasik Islam dalam masalah kekeluargaan dan waris 
yang kemudian dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kompilasi ini diumumkan 
dengan intruksi presiden pada 1991, dan terdiri dari tida buku: buku pertama tentang 
hokum perkawinan; buku kedua tentang kewarisan; dan buku ketiga tentang 
perwakafan.
28
 
Hukum perwakafan yang diatur dalam perwakafan adalah sebagai berikut : 
1. Penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum perwakafan. 
2. Tujuan, unsur-unsur, dan syarat-syarat melakukan wakaf serta kewajiban dan 
hak-hak nadzir. 
3. Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf. 
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4. Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf. 
5. Ketentuan perwakafan yang meliputi ketentuan penutup.29 
D. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam 
Menurut Rozalinda, persoalan mendasar yang perlu diselesaikan dalam 
rangka pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan pendaftaran harta 
wakaf. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pengaman harta benda wakaf 
sebagai salah satu aset umat Islam.
30
   
Hal yang terpenting didalam pelaksanaan wakaf adalah terprnuhinya unsur 
kerelaan yang direalisasikan dalam bentuk ucapan dari seorang wakif “saya telah 
wakafkan” yang biasa disebut ikrar wakaf ataupun proses ijab seorang wakif. 
Tentang masalah ijab, karena dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, 
maka dengan ijab saja telah dipandang atau dianggap sah perwakafan itu terjadi, 
pernyataan qabul dari mauquf alaih yakni orang yang berhak menikmati hasil wakaf 
itu tidak diperlukan, yang ada ijab saja tanpa qabul. Qabul diperlukan pada wakaf 
untuk perseorangan, dan tidak diperlukan pada wakaf untuk kepentingan umum.  
 Menurut kurniati, sighat wakaf itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1. Sighat itu harus jelas, tidak tergantung pada sesuatu yang belum ada, 
misalnya, “saya akan mewakafkan rumah ini, jika rumah ini milik saya”. 
2. Sighat itu tidak boleh menghubungkan suatu syarat yang bertentangan dengan 
hukum wakaf atau yang mengurangi keasliannya. 
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3. Sighat itu tidak boleh menggantungkan pada sesuatu yang limit/batas waktu 
tertentu, misalnya, membatasi selama sepuluh tahun.
31
 
Kompilasi hukum islam telah memuat tata cara perwakafan yang menyangkut 
semua jenis benda layak wakaf baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. 
Selanjutnya tata cara perwakafan yang sesuai dengan pasal 223 Kompilasi Hukum 
Islam, dapat diterangkan sebagai berikut : 
1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan 
pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf; 
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh mentri agama; 
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah 
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi; 
4. Dalam melaksanakan ikrar sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang 
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam 
pasal 215  ayat (6) dab surat-surat sebagai berikut : 
a) Tanda bukti pemilikan harta benda; 
b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus 
disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh camat 
setempat yang menerangkan pemilikan harta benda yang tidak bergerak 
dimaksud; 
c) Surat atau dokumen tertulus yang merupakan kelengkapan dari benda 
tidak bergerak yang bersangkutan.
32
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Dalam rangakaian tata cara perwakafan tersebut, maka setelah wakif 
menyatakan kehendaknya sebagaimna tata cara perwakafan yang telah disebutkan, 
maka benda wakaf tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang harus 
mendaftarkannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian 
benda-benda wakaf.
33
  
Masalah benda-benda wakaf diatur dalam pasal 224 Kompilasi Hukum Islam, 
yaitu sebagai berikut : 
Setelah wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) 
dan (4), maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nazdir yang 
bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan 
benda  yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestaiannya.
34
   
E. Hikmah dan Manfaat Wakaf 
Wakaf memiliki banyak hikmah dalam pelaksanaannya, baik bagi wakif atau 
bagi masyarakat yang merasakan langsung hikmah dari kegiatan wakaf tersebut. 
Berikut ini beberapa hikmah dalam hal pelaksanaan wakaf; 
1. Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan 
masyarakat. 
2. Keuntungan moral bagi wakif karena mendapatkan pahala yang mengalir 
terus, walaupun wakif sudah meninggal dunia. 
3. Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas 
ummat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.
35
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F. Macam-Macam Wakaf 
Dari tujuannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf keluarga atau wakaf 
ahli, yang disebut juga wakaf khusus danwakaf umum atau wakaf Khairi. 
1. Wakaf keluarga atau wakaf ahli, 
Yang dimaksud dengan wakaf keluarga atau wakaf ahli atau wakaf khusus 
adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau 
lebih, baik dia keluarga maupun orang lain.  
Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang 
atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf 
Dzurri.
36
 
Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di 
Negara Timur Tengah misalnya, wakaf ahli ini stetlah berlangsung puluhan tahun 
lamanya, menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf itu berupa tanah pertanian. 
Maksud semula sama dengan wakaf umum, untuk berbuat baik kepada orang lain 
dalam rangka pelaksanaan amal kebajikan menurut ajaran Islam.  
Dalam hubungan wakaf dengan keluarga ini, perlu dicatat bahwa harta pusaka 
tinggi di minangkabau misalnya, mempunyai ciri-ciri yang sama dengan wakaf 
keluarga. Ia merupakan harta keluarga yang dipertahankan tidak dibagi-bagi atau 
diwariskan kepada keturunan secara individual, karena ia telah diperuntukkan bagi 
kepentingan keluarga, memenuhi kebutuhan dalam keadaan biasa apalagi dalam 
keadaan yang tidak disangka-sangka. 
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2. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi 
Wakaf umum adalah wakaf yang ditujukan untuk kemanfaatan mayarakat 
umum. Wakaf umum haruslah suatu wakaf yang mengandung kemaslahatan untuk 
kalangan umum bukan hanya untuk perseorangan.  
Yang dimaksud dengan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang 
dipruntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini sifatnya 
sebagai lembaga keagamaan dan lembaga social dalam bentuk masjid, madrasah, 
pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim piatu, tanah pekuburan dan 
sebagainya.
37
 
Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya 
dibandingkan dengan wakaf jenis ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang 
ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah sesungguhnya yang paling sesuai 
dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga si 
wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang 
diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja kesana, atau wakaf 
sumur, maka siwakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian yaitu field qualitative descriptive, yang merupakan jenis 
zpenelitian yang dilakukan dilapangan, Dengan sifatnya yang menggambarkan atau 
mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan. Peneliti memilih jenis penelitian ini, 
karena dengan jenis penelitian ini peneliti bisa turun langsung ke lapangan untuk 
melihat secara langsung ke dalam kehidupan masyarakat guna melihat secara 
langsung penerapan pasal 218 KHI di kec.patalassang.  
Artinya peneliti bisa beratatap muka langsung dengan masayarakat dan 
melihat dan mengamati secara langsung setiap permasalahan yang terjadi di 
masyarakat. 
 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum 
normatif-empiris (applied law reseaach), menggunakan studi kasus hukum normatif-
empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau 
implementasi ketentuan hukum positif atau kontrak secara factual pada setiap 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat guna mencapai tujuan 
yang telah ditentukan. Penelitian hukum normative-empiris ( terapan ) bermula dari 
ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concerto 
dalam masyarakat.
38
 
C. Sumber Data 
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1. Data Primer 
Sumber data primer adalah acuan pokok yang berkaitan langsung dengan 
penelitian, sumber data primer didapat melalui wawancara dan observasi langsung ke 
lapangan.  
2. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang merupakan penunjang atau 
pelengkap dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder didapaat dari berbagai 
macam referensi, baik dari  media cetak seperti buku-buku, majalah, atau dokumen 
yang berkaitan dengan penelitian. Ataupun melalui media elektronik seperti buku-
buku elektronik dan artikel yang terdapat di internet. 
3. Data Tersier  
 Sumber data tersier adalah sumber data yang melengkapi data primer dan 
tersier, yang juga dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini. Sumber data tersier 
didapat dari buku-buku fiqh, buku hukum Islam kontemporer, undang-undang 
Kompilasi Hukum Islam, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus ilmiah dan 
lain sebagainya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data didalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode 
triangulasi
39
,  yaitu pengumpulan data dengan tiga cara berbeda, yang pertama adalah 
kajian dokumen atau kajian pustaka, dengan mencari litertur-literatur di berbagai 
media, baik dari buku di perpustakaan, majalah ataupun referensi dari internet. yang 
kedua adalah wawancara, dengan memberi pertanyaan kepada masyarakat mengenai 
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(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009),  Hal. 93. 
30 
 
 
 
hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik yang ketiga adalah observasi langsung 
di lapangan, yaitu mengamati secara langsung fenomena social yang berkaitan 
dengan penelitian. 
2. Teknik Pengambilan Sampel Data Penelitian. 
 Sebelum memasuki situasi social, peneliti menentukan sumber data yang akan 
dijadikan subjek yang diteliti dalam konteks social budayanya. Untuk itu, peneliti 
dapat menggunakan bermacam cara antara lain dengan purposive sampling atau 
snowball sampling. 
 Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel lain, penentuan sumber 
informasi secara purposive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih 
dahulu. Oleh karena itu, pengambilan data informasi (informan) didasarkan pada 
maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya peneliti ingin mencari tokoh 
potensial dan kreatif, untuk itu peneliti mengambil beberapa orang tokoh yang 
kreaatif dan potensial.
40
 
 Begitu pula dalam penelitian ini, yang dicari adalah implementasi wakaf, oleh 
karena itu peneliti akan mengambil informan dari tokoh-tokoh yang berpotensi untuk 
itu, seperti pengurus KUA, nadzir serta wakif.  
E. Instrument Penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu 
jenis penelitian yang menuntut peneliti untuk memahami secara langsung dan 
mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian 
kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang 
peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap pemahaman metode penelitian 
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kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti 
untuk objek penelitian. Adapun intrumen yang diperlukan didalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Pedoman Wawancara. 
2. Handphone atau kamera. 
3. Buku catatan. 
4. Tape recorder, dan 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
 Data kualitatif yang telah terkumpul melalui wawancara, observasi serta dari 
dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian di seleksi dan dihubungkan 
antara masing-masing data penelitian. Kemudian disimpulkan dan di deskripsikan 
sedemikian rupa sehingga dapat menjawab segala permasalahan yang ada. Secara 
singkat teknik pengolahan data akan dilakukan sebagai berikut : 
a. Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. 
b. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan 
dijadikan tema dalam karya ilmiah. 
c. Pengamatan langsung ( observasi ) ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema 
dari karya ilmiah.
41
 
d. Data yang telah terkumpul kemudian disimpulkan dan dideskripsikan. 
2. Analisis Data 
 Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis 
wawancara, dokumen dan observasi.
42
 Data yang diperoleh baik secara primer 
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maupun sekunder, di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan denganpenyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kecamatan Pattalassang adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Gowa, 
Profinsi Sulawesi Selatan Terdapat 8 Desa didalam wilayah Kecamatan Pattalassang, 
yaitu Desa, Timbuseng, Pattalassang, Borong-pala’la, Pallantikang, Peccelekang, 
Sunggumanai, Panaikang, dan desa Jenema’dinging.  
  Mayoritas masyarakat di Kecamatan pattalassang bekerja sebagai petani, 
pertanian di Kecamaan Pattalassang antara lain, padi dan jagung. Sedangkan struktur 
geografis wilayah Kecamatan Pattalassang memungkinkan untuk pertanian karena 
terdapat di dataran rendah, tidak seperti kebanyakan Kecamatan lain di Kecamatan 
Pattalassang yang merupakan dataran tinggi. 
1. Sekilas tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang terletak di jalan poros 
Pattalassang - Paccelekang, yang merupakan KUA hasil dari pemekaran KUA 
Kecamatan Bontomarannu. KUA Kecamatan Pattalassang pertama kali didirikan 
pada tahun 2007, dan sampai sekarang masih tetap menjadi kantor yang menjadi 
tempat masyarakat mengurus keperluan wakaf, haji, nikah, dan izin kegiatan lain 
yang bersangkutan dengan agama, terskhusus agama Islam. Meskipun masih relative 
baru Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang sudah aktif dalam 
mengkoordinir tata kelola administrasi di Kecamatan Pattalassang, terkhusus untuk 
wakaf.  
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalasassang.  
a. Visi  
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1) Terwujudnya pelayanan prima dan pembinaaan ummat beragama. 
b. Misi  
2) Meningkatkan kualitas teknis dan administrasi nikah dan rujuk berbasis IT 
3) Meningkatkan pelayanan zakat, wakaf, haji, dan umrah serta ibadah sosial. 
4) Meningkatkan kualitas pemahaman agama dan pelayanan pembinaan 
pranikah dan keluarga sakinah. 
5) Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan pembinaan syariah. 
6) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral. 
c. Motto 
“ Pelayanan kami bagian dari ibadah kami” 
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan pattalassang. 
a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang,saat ini dijabat oleh Drs. 
H. Abd. Salam.  
1) Tugas sebagai Kepala Kantor 
a) Melaksanakan sebagian dari tugas kantor kementrian agama kabupaten 
dibidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan Pattalassang. 
b) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dibidang 
keagamaan. 
c) Bertanggung jawab atas pelaksaaan tugas Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pattalassang. 
d) Melaksanakan koordiansi tugas penilik, penyuluh, dan koordinasi 
kerjasama dengan isntansi lain yang erat hubungannya dengan 
pelaksanaan tugas KUA di Kecamatan Patalassang.  
2)  Tugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
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a) Menerima pemberitahuan kehendak nikah 
b) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon 
mempelai dan wali serta mengumumkannya. 
c) Mengawasi dan mencatat peristiwa peristiwa di kantor maupun diluar 
kantor. 
d) Bertindak sebagai wali hakim di daerah kerjanya. 
e) Menandatangani buku nikah serta kutipannya. 
3) Tugas Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 
a) Meneliti syarat-syarat wakaf. 
b) Meneliti dan mengesahkan nadzir. 
c) Menyelenggarakan buku pengesahahan nazdir. 
d) Meneliti saksi ikrar wakaf. 
e) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf besrsaama saksi. 
f) Membuat akta ikrar wakaf. 
g) Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf.  
h) Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf.  
i) Mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada kepala BPN. 
b. Bidang Tata usaha/rumah tangga sebagai pelaksana tugas Handriani S.Ag. 
1) Rincian Tugas 
a) Mengerjakan laporan statistik. 
b) Mengerjakan laporan absensi pegawai, keadaan kantor, surat masuk dan 
keluar, dan laporan jumlah pegawai. 
c) Menulis buku catatan pengeluaran duplikat. 
d) Sebagai bendahara DIPA. 
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e) Mengerjakan buku kas umum. 
f) Mengerjakan buku pengawas keuangan. 
g) Mengerjakan buku pembantu pajak. 
h) Menulis buku stok khusus. 
i) Buku catatan nikah. 
c. Bidang pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk, sebagai 
pelaksana tugas Satriani. 
d. Bidang penyusunan statistik, dokumen dan system informasi manajemen KUA 
sebagai pelaksana tugas, Handriani SH.i 
e. Bidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah, sebagai pelaksana tugas 
Indrayanti  
1) Rincian tugas 
a) Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran calon pengantin. 
b) Memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan pasca pengantin. 
c) Memberikan bimbingan prosedur pelayanan nikah rujuk. 
d) Mengerjakan buku ekspedisi nikah. 
e) Membantu pendistribusian surat-surat dari kemenag. 
f) Mempersiapkan pelaksanaan nikah kantor. 
g) Menulis buku duplikat nikah. 
h) Melayani legislasi surat nikah. 
d. Bidang pelayanan bimbingan kemasjidan, sebagai pelaksana tugas Mukhtar 
Maas’ud M.Ag. MM. 
1) Rincian tugas 
a) Memberikan pelayanan prosedur pendirian tempat ibadah. 
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b) Menghimpun data zakat, infaq, shodaqah, dan baitul mal. 
c) Mengerjakan buku model NC dan menerbitkan pengumuman nikah. 
d) Membantu mendistribusikan surat-surat dari kemenag. 
e) Melayani legislasi. 
e. Bidang pelayanan bimbingan syariah, sebagai pelaksana tugas Suriani. 
1) Rincian tugas 
a) Menyusun rencana kerja operasional bimbingan pembinaan syariah. 
b) Menysusun materi konsep bimbingan pembinaan syari’ah. 
c) Melaksanakan bimbingan pembinaan syari’ah tatap muka kepada 
masyarakat. 
d) Membantu melaksanakan administrasi pembinaan syari’ah dan hisab 
rukyat. 
e) Melayani konsultasi perorangan/ kelompok tentang berbagai masalah 
keagamaan.  
f) Mencetak kutipan akta nikah  
g) Mengerjakan administrasi perwakafan. 
h) Menyiapkan pelaksanaan akta ikrar wakaf. 
f. Bidang fungsional penghulu, sebagai pelaksana tugas Muhammad Nurung S.Ag. 
1) Rincian tugas 
a) Melaksanakan pemeriksaan dan pendaftaran calon penganti. 
b) Mengawasi pelaksanaan akad nikah didalam dan diluar bali nikah atas 
perintah dan tugas PPN. 
c) Mencatat pernikahan luar negri. 
d) Menukis buku pendaftaran buku cerai talak/gugat. 
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e) Menulis buku pendaftaran rujuk. 
g. Bidang fungsional penyuluh, sebagai pelaksana tugas Muhammad Asrofi, S.Pd.i. 
MM. 
1) Rincian tugas 
a) Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan 
agama dan pembanguna melalui bahasa agama. 
b) Mengolah data identifikasi wilayah. 
c) Menyusun rencana kerja tahunan. 
d) Menyusun rencana kerja operasional. 
e) Menyusun konsep materi bimbingan penyuluhan. 
f) Melaksanakan bimbingan melalui tatapmuka kepada kelompok 
bimbingan. 
g) Menyusun laporan kegiatan bimbingan. 
h) Melaksakan konsultasi   
B. Sejarah Perwakafan di Kecamatan Patttalassang. 
1. Sejarah perwakafan di Kecamatan Pattalassang sebelum didirikan 
Kantor Urusan Agama. 
Praktek perwakafan di Kecamatan Pattalassang sudah ada puluhan tahun 
sebelum didirikannya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pattalassang. 
Masyarakat di Kecamatan Pattalassang mewakafkan harta mereka, yang sebagian 
besar berupa harta tanah untuk digunakan dalam keperluan umum sperti sekolah dan 
pesantren atau untuk keperluan ibadah seperti masjid dan mushola. Masyarakat di 
Kecamatan pattalassang sebelumnya sama sekali tidak mengerti tentang proses 
administrasi pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Terlebih lagi untuk membuat 
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AIW, karena pada saat itu belum didirikan kantor urusan agama di Kecamatan 
Pattalassang sebagai lembaga yang meng-akomodir administrasi pengurusan AIW. 
Karena Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattalassang sendiri baru dibangun pada 
tahun 2007. Sedangkan data yang didapat di Kantor Urusan Agama, rata-rata tanah 
yang diwakafkan terdaftar pada tanggal 90-an bahkan yang tertua yaitu pada tanggal 
1943 di Bu’rung-Bu’rung desa Pattalassang. 
Seperti yang dijelaskan oleh Kurniati, Prosedur pelaksanaan wakaf di 
Indonesia, yaitu sebelum lahirnya perundang-undangan adalah berdasarkan tradisi 
yang diwarisi oleh islam. Sistemnya sederhana sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh sultan Notokusumo I, Raja Sumenep pada tahun 1986 M. pada saat itu 
berkehendak untuk melakukan wakaf, ia memanggil putranya ( yang akan 
menggantikannya kelak ) dan menyatakan kepadanya bahwa beliau akan 
mewakafkan tanah kota sumenep beserta gedung-gedung yang ada diatasnya untuk 
kepentingan fakir miskin, pernyataan kehendak itu kemudian dinyatakan dalam suatu 
piagam yang kini dapat dibaca di museum Kabupaten Sumenep.
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Menurut Drs. H. Abd Salam selaku kepala KUA Kecamatan Pattalassang, 
sebelum didirikannya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattalassang, masyarakat 
hanya sekedar mewakafkan tanah mereaka secara lisan kepada nadzir. Dan 
disaksikan pula oleh saksi-saksi. Sehingga saat itu tidak ada kepastian hukum untuk 
setiap tanah yang di wakafkan. Sebagian besar tanah yang telah diwkafkan digunakan 
untuk keperluan masyarakat umum seperti sarana ibadah ummat Islam yaitu untuk 
masjid ataupun musholla.
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2. Perwakafan setelah Didirikannya Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pattalassang. 
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Paaattalassang pertama kali 
didirikan pada tahun 2007, setelah itu barulah di sosialisasikan tentang pentingnya 
pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Pattalassang. Sebagaimana yang 
telah dicantumkan di dalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum 
perwakafan. Kemudian tanah yang belum memiliki AIW di data dan di upayakan 
untuk pengurusan Akta Ikrar Wakafnya (AIW).  
Terdapat 72 tanah wakaf yang sudah terdaftar di KUA Kecmatan 
Pattalassang, dan 59 diantaranya adalah tanah wakaf untuk kepentingan ibadah 
ummat Islam berupa masjid dan musholla, sedangkan 13 diantaranya digunakan 
untuk kegiatan Islamic Center atau pusat kajian Islam. 
Tabel 1 
Data tanah wakaf yang dijadikan Masjid, Musholla, dan Islamic Center di 
KUA Kecamatan Pattalassang; 
NO NAMA 
MASJID, 
MUSHOLLA, 
DAN ISLAMIC 
CENTER. 
ALAMAT LUAS 
TANAH 
(M2) 
TAHUN 
BERDI
RI 
DESA 
1 Istiqlal Bu’rung-bu’rung 500 1943 Pattalassang 
2 Nurul Ikhlas Sangingi-
sangnging 
500 1992 Pattalassang 
3 Nurul Yaqin  Tasssili 625 1967 Pattalassang 
4 Nurul Huda Marannu 540 1992 Pattalassang 
5 Babussalam Bontolebang 357 1996 Pattalassang 
6 Zainuddin Dg 
Mabello 
Sangingi-
sangnging 
500 2007 Pattalassang 
7 Nurul Ilmi Sangingi-
sangnging 
100 2006 Pattalassang 
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8 Iftitah Sangingi-
sangnging 
7x5 2009 Pattalassang 
9 Nurul Taqwa Sawangi 500 1947 Pattalassang 
10 Baitur Rahman Bontolebang 150 2003 Pattalassang 
11 Baiturrahim Pa’bundukang 500 1996 Paccelekang 
12 Babussalam Pa’bundukang 560 2000 Paccelekang 
13 Al-Muhajirin Komad Moncong 
loe 
700 1993 Paccelekang 
14 Darutawwabin Komad Moncong 
loe 
900 1976 Paccelekang 
15 Nur Taqwa Komad Moncong 
loe 
400 1984 Paccelekang 
16 Nur Haq Komad Moncong 
loe 
500 1976 Paccelekang 
17 Nur Ilham Pattiro 300 1996 Paccelekang 
18 Jabar Nur Tambung Batu  110 1984 Paccelekang 
19 Baiturrahman Pa’bundukang 513 19986 Paccelekang 
20 Darul Amin Pa’bundukang 350 2009 Paccelekang 
21 Ganjeng Pattiro 200 2011 Paccelekang 
22 SMP 3 Pattiro 8x8 2009 Paccelekang 
23 Diklat Tambung Batu 600 2016 Paccelekang 
24 St Aisyah Abd 
Razak 
Tamalate 1289 1999 Timbuseng 
25 Darul Istiqamah Tamalate 500 1995 Timbuseng 
26 Nurul Tauhid Tamalate 329 1962 Timbuseng 
27 Annisa Tamalate 300 2005 Timbuseng 
28 Al-Ikhlas Tamalate 300 2005 Timbuseng 
29 Darussalam Parassui 300 1977 Timbuseng 
30 Al- Muhajira Bolangi IV 300 2000 Timbuseng 
31 Nurul Hidayah I Balangpapa 200 2005 Timbuseng 
32 Nurul Hidayah II Balangpapa 144 2012 Timbuseng 
33 Darul Istiqamah 
(PONpes) 
Tamalate  150 2009 Timbuseng 
34 Rahmatullah Koccikang 700 2014 Timbuseng 
35 Nurul Yakin Koccikang 625 1952 Timbuseng 
36 Mujahidin Bolangi IV 300 2000 Timbuseng 
37 Nurul Iman Bolangi IV 500 1952 Timbuseng 
38 Nurul Jihad Balangpapa 300 1972 Timbuseng 
39 Nurul Amin Balangpapa 144 2013 Timbuseng 
40 As-Syifa Tamalate 6x6 1990 Timbuseng 
41 Nurul Jannah Biring Bonto 17x17 2001 Palantikang 
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42 Jami Tamalayu 500 1979 Palantikang 
43 Al-Munawarah Tamalate 497 1968 Palantikang 
44 Babusalam Tamalayu 500 1970 Palantikang 
45 Nurul Iman Bilaya 700 2007 Palantikang 
46 Darul Istiqamah Bilaya 100 1996 Palantikang 
47 Ar- Rayan Bilaya 400 2005 Palantikang 
48 Baiturahman Borongloe 500 1979 Palantikang 
49 Al-Ikhlas Borongloe 625 1011 Palantikang 
50 Al-Muhajirin Lamuru 404 1975 Sunggumana
i 
51 Baiturrahim Japing 540 1960 Sunggumana
i 
52 Baitul Makmur Sailing 429 1977 Sunggumana
i 
53 Al-Insan Perumahan 
Zarindah 
600 2012 Sunggumana
i 
54 Amal Jariah Sumbarrang 281 1989 Borong 
Pala’la 
55 Baiturrahman Kalumpangloe 540 1972 Borong 
pala’la 
56 At-Ta’awun Bontoa 300 2000 Borong 
Pala’la 
57 An-Nur Kalumpang Loe 900 2014 Borong 
Pala’la 
58 Al-Maarif Sumbarang 100 2014 Borong 
Pala’la 
59 Nur Syafaat Jenetallasa 300 1997 Panaikang 
60 Nur Ihsan Balangpunia 300 1996 Panaikang 
61 Nurul Huda Biring Romang 300 200 Panaikang 
62 Quba Saile 600 1980 Panaikang 
63 At-Taqwa Tanakarang 300 2006 Panaikang 
64 Babul Jannah Saile    
65 Muhammad 
Ilham 
Biringromang   Panaikang 
66 Baiturrahim Balangpunia   Panaikang 
67 Nurul Huda Bangkala 800 1973 Jenemadingi
ng 
68 Ashabul Jannah Bangkala 400 2002 Jenemadingi
ng 
69 Darul Aqsa Baddo-Baddo 400 1997 Jenemadingi
ng 
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70 Al Ihsan Baddo-Baddo 500 1977 Jenemadingi
ng 
71 Nurul Jihad Maccina 400 2010 Jenemadingi
ng 
72 Babul Jannaah Bangkala 720 1963 Jenemadingi
ng 
 
 Data yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, 
sebanyak 72 tanah wakaf yang terdaftar, dan semua tanah wakaf tersebut tersebar 
merata di seluruh desa se-kecamatan pattalassang. Dimana sebagian besar dari tanah 
wakaf dikelola oleh nazdir perorangan.  
Dari data diatas juga dapat disimpulkan bahwa ikrar wakaf masyarakat 
kecamatan pattalassang dilakukan sebelum berdirinya Kantor Urusan Agama di 
Kecamatan Pattalassang, yaitu sebanyak 70% tanah wakaf sedangkan 30% tanah 
wakaf yang lain di lakukan ikrar wakaf setelah berdirinya KUA di Kecamatan 
Pattalassang pada tahun 2007. Ini menjawab pertanyaan mengapa banyak tanah 
wakaf di kecamatan pattalassang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Karena 
memang pada saat itu belum ada suatu instansi yang mengkoordinir pengurusan AIW 
tersebut, sehingga masyarakat di kecamatan pattalasang mengikrarkan tanah yang 
mereka wakafkan dan tanpa di sertai dasar hukum , bukti yang outentik yang 
memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah mereka wakafkan. 
Masyarakat di Kecamtan Pattalassang mewakafkan tanah mereka sesuai dengan 
syari’at islam serta budaya atau tradisi yang mereka anut selama puluhan tahun. 
 Seluruh wakaf yang terdaftar di KUA Kecamatan Pattalassang merupakan 
wakaf yang berupa tanah, yang dimanfaatkan untuk kepetingan umum, seperti 
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masjid, musholla, dan Islamic center. Rekapitiulasi tanah wakaf di Kecamatan 
pattalassang dapat dilihat di table berikut; 
Tabel 2 
Rekapitulasi Data Penggunaan Tanah Wakaf  
Di Kecamatan Pattalassang Tahun 2017 
No. Penggunaan Jumlah Persentase (%) 
1. Tempat Ibadah 67 93,05 % 
2. Islamic Center 3 4,16 % 
3. Lembaga Pendidikan 2 2,77 % 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa tanah wakaf yang paling 
dominan penggunaannya adalah untuk sarana ibadah umat Islam, seperti masjid 
ataupun mushollah, sebanyak 67 lokasi ( 93,05 % ), penggunaan lainnya adalah untuk 
lembaga pendidikan sebanyak 2 lokasi ( 2,77 % ) yakni digunakan untuk membangun 
Pondok Pesantren dan Sekolah Menengah Pertama, sedangkan di 3 lokasi lain ( 4,16 
% )  diperuntukkan untuk membangun Islamic center yang pengelolaannya di kelola 
oleh nadzir perorangan.   
3. Prosedur Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan 
Pattalassang. 
Prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Pattalasang 
bukanlah hal yang rumit, melainkan sederhana dan mudah. Pengurusan akta ikrar 
wakaf oleh nadzir atau wakif dapat di laksanakan dalam tempo satu hari, asalkan 
syarat –syarat untuk pengurusan Akta Ikrar Wakaf terpenuhi.  
a. Persyaratan untuk menjadi nadzir. 
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Didalam lingkungan Kecamatan Pattalassang, terdapat satu Nazdir yang di 
tunjuk langsung oleh Kepala KUA agama kecamatan Pattalassang. Menurut 
penuturan dari kepala kantor KUA, terdapat satu Nadzir yang di tunjuk untuk 
mengkoordinir urusan wakaf untuk seluruh Kecamatan Pattalassang. Nadzir tersebut 
bernama Muzakkir Dg Tompo. Muzakkir selaku nadzir yang ditunjuk langsung oleh 
Kepala Kantor Urusan Agama mengakomodir seluruh tanah wakaf  jika wakif tidak 
menunjuk sendiri seseorang untuk menjadi nadzir terhadap harta atau tanah 
wakafnya.  
Nadzir Kecamatan tersebut terlebih dahulu di sahkan oleh kepala KUA 
Kecamatan Pattalassang dengan surat pengesahan nadzir, atau format surat W5 yang 
dibuat oleh kepala KUA Kecamatan Pattalassang. 
Tapi dalam prakteknya nadzir juga dapat dari golongan masyarakat biasa, 
yang biasanya bertugas sebagi imam desa, asalkan nadzir tersebut memenuhi syarat 
diserahkan amanah untuk mengurus tanah wakaf tersebut. Posisi nazdir memiliki 
peran yang sangat sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan 
manfaat wakaf.
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Adapun nadzir yang perorangan menurut ketentuan dalam pasal 219 
Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Warga Negara Indonesia; 
2) Beragama islam; 
3) Sudah dewasa; 
4) Sehat jasmaniah dan rohaniah; 
5) Tidak berada dibawah pengampuan; 
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6) Beretmpat tinggal di kecamatan letak benda yang diwakafkannya.46 
b. Prosedur pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kecamatan Pattalassang. 
Menurut penuturan dari Drs .Abd. Salam, selaku kepala KUA Kecamatan 
Pattalassang, cukup sederhana dan cepat dalam hal pengurusannya, wakif ataupun 
nadzir yang telah di serahkan amanah cukup melampirkan: 
1) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) 
2) Surat – surat tanda kepemilikan tanah, atau minimal pembayaran pajak 
bangunan (PBB).
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 Persyaratan untuk harta benda wakaf yang dicantumkan didalam pasal 223 
ayat 4 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut; 
1) Tanda bukti kepemilikan harta benda; 
2) Jika benda yang diwakafkan berupa benda yang tidak bergerak, maka harus 
disertai keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat 
yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; 
3) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak 
bergerak yang bersangkutan.  
Kemudian nadzir atau wakif diwajibkan untuk mengisi formulir W1 (ikrar 
wakaf) dan formulir W2 (Akta Ikrar Wakaf). Yang kemudian ditandatangani 
oleh wakif, nadzir, 2 orang saksi dan oleh kepala KUA. 
 Terkhusus untuk saksi, menurut penuturan dari bapak Muzakkir selaku nadzir 
yang ditunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Patalassang,  saksi yang diharuskan 
adalah saksi yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang 
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diwakafkan, sehingga saksi tersebut mengetahui secara jelas batas-batas tanah yang 
diwakafkan, dan untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam menentukan tempat 
Ikrar Wakaf sehingga minim adanya penyelewengan terhadap tanah yang telah 
diwakafkan .
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Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat 
ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin 
terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, 
persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi 
mustahiq (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf 
tersebut.
49
   
Setelah dibuat akta ikrar wakaf  (W2) maka ketua KUA Kecamatan 
Pattalassang mengajukan akta ikrar wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
dengan intruksi dari kementrian Agama Kabupaten Gowa. Kemudian BPN meninjau 
lokasi wakaf, meneliti dan mengukur secara seksama tanah wakaf dan kemudian 
menerbitkan sertifikat wakaf. 
Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir, maka sesungguhnya 
hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah Swt, yang 
pengelolaannya diserahkan kepada nadzir yang bersangkutan.
50
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C. Pelaksanaan  Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan 
di KUA kec. Patallassang. 
1. Peran KUA kecamatan Pattalassang dalam Pengurusan Akta ikrar 
Wakaf. 
a. Memberikan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat tentang urgensi Akta 
Ikrar Wakaf (AIW). 
  Sejak didirikan pada tahun 2007 KUA Kecamatan Pattalassang sangat 
berperan aktif dalam melakukan pendataan wakaf serta sosialisasi akan pentingnya 
akta ikrar wakaf sebagai tanda bukti otentik atas tanah yang sudah di wakafkan. 
Sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Asrofi, selaku kepala bidang 
penyuluhan di KUA Kecamatan Pattalassang. Pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 
harus gencar di laksanakan dan di sosialisasikan guna memberikan landasan hukum 
yang jelas terhadap tanah yang telah di wakafkan. Pengurus Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pattalassang sudah berupaya sebaik mungkin melakukan sosialisasi 
tentang pentingnya pengurusan akta ikrar wakaf di berbagai kesempatan seperti pada 
rapat ataupun saat melakukan ceramah di Kecamatan Pattalassang 
51
   
Sosialsasi tersebut berkaitan denagan progam sertifikasi rumah ibadah, Yang 
merupakan salah satu program dari Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, 
Kecamatan Pattallassang merupakan Kecamatan percontohan untuk program 
sertifikasi rumah ibadah. 
b. Memberikan pelayanan Administrasi Tatap muka kepada Masyarakat dalam 
pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW).   
                                                          
51
 Muhammad Asrofi (35 tahun),  Kepala Bidang Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pattalassang, Wawancara, Gowa 7 April 2017. 
 
49 
 
 
Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dalam hal untuk 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, membuat program 
administrasi tatap muka dengan masyarakat guna memaksimalkan tata kelola 
administrasi AIW di Kecamatan pattalassang. Asrofi selaku kepala bidang penyuluh 
di Kantor urusan agama Kecamatan Pattalassang, menuturkan bahwasanya pengurus 
Kantor Urusan Agama harus menemui mayarakat secara langsung ke rumah-rumah 
mereka karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengurusan Akta Ikrar 
Wakaf (AIW),
52
    
Berdasarkan Penuturan dari Ibu Handriani, program administrasi tatap muka 
harus dilaksanakan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 
dalam hal pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW), terlebih lagi mengenai tanah wakaf 
yang sudah lama diwakafkan dan wakif yang bersangkutan telah meninggal, jika 
pengurus Kantor Urusan Agama tidak menemui masyarakat, maka pengurusan AIW 
tidak akan berjalan dengan baik
53
 
Karena respon masyarakat yang sangat kurang terhadap pengurusan AIW, 
maka Pengurus KUA yang harus mendatangi masyarakat guna melakukan pelayanan 
tatap muka administrasi wakaf di Kecamatan Pattalassang. Karena jika tidak 
demikian maka takan ada satupun tanah wakaf yang memiliki AIW di kecamatan 
Pattalassang. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan 
atau bahkan sengketa tanah di kemudin hari. 
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Setelah dilakukan upaya langsung dari pengurus Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pattalassang, baik itu upaya sosialisasi dan administrasi langsung kepada 
masyarakat maka didapat dihimpun data wakaf yang telah memiliki AIW, antara lain 
sebagai berikut; 
Tabel 3 
Data wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang yang telah 
memiliki Akta Ikrar Wakaf, 
  
NO WAKIF NADZIR NO. 
AKTA 
IKRAR 
WAKAF 
LUAS 
TAN
AH 
(M2) 
ALAMAT 
1 Alimuddin Dg 
Sijaya 
Jamaluddin R W2/002/13
/2013 
612 Burung-Burung 
Desa Pattalassang 
2 Yamba Bin Hj 
Baso 
Nurdin Dg 
Bundu 
W2/001/13
/2013 
651 Sawangi Desa 
Pattalassang 
3 Sampara Dg 
Tutu 
Muzakkir W2/001/13
/2015 
554 Tassili desa 
Pattalassang 
4 Ali Dg Ngalle H Ibrahim Dg 
Nuntung 
W2/001/K/
2/2/1999 
357 Marannu desa 
pattalassang 
5 Dammang Dg  
Ngalli 
H Ibrahim Dg 
Nuntung 
W2/002/K/
2/2/1999 
540 Bontolebang desa 
Pattalassang 
6 Rahman Dg 
Kuling 
Harun Dg 
Lurang 
W2/008/K/
2/2/1999 
513 Paccelekang-
sangnging Desa 
Pattalassang 
7 Syahril Lawa Muzakkir W2/007/13
/2014 
630 Moncong-
Moncong Desa 
Paccelekang 
8 Rosman H Musa Dg 
Gassing 
W.5/2/200
7 
7200 Moncongloe Desa 
Paccelekang 
9 Mattu dg 
Ngempo 
Abd. Rajab 
Lewa 
W2/08/2/1
990 
497 Teammate Desa 
Pallantikang 
10  Dora Dg 
Ngongo 
Jamaluddin  W2/002/13
/2012 
720 Talamayu Desa 
Palatikang 
11 Abd Latif Muzakkir W2/003/13
/2015 
302 Biring Bonto 
Desa Pallantikang 
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12 Laugi Dg 
Nanring 
Muzakkir W2/002/13
/2015 
239 Bontoloe Desa 
Pallantikang 
13 Muh Arasi Dg 
Sibali 
Saparuddin SE W2/004/13
/2015 
2059 Saile Desa 
Pallantikang 
14 Haji Harin. Hanna Dg 
Tunru 
W2/009/13
/2015 
663 Balang Punia 
Desa Panaikang 
15 Kanang Binti 
Bapo 
Muzakkir W2/004/13
/2015 
791 Bangkala Desa 
Jenemadinging 
16 H Mangngu C Dg Tawang W2/001/13
/2012 
354 Maccinna Desa 
Jenemadinging 
17 Daraba Daraba W2/8/2/19
91 
250  
18 Muh Tahir 
Nambung 
Muzakkir W2/003/K/
2/2/1999 
1289 Tamalate Desa 
Timbuseng 
19 Sumara Daraba W3/9/2/19
91 
329  
20 Yuddin Muzakkir W2/002/14
/2013 
430  Balangpapa Desa 
Timbuseng 
21 H Basri dg 
Bunga 
Muzakkir W2/010/13
/2015 
187 Tamalate Desa 
Timbuseng 
22 Makanu Dg 
Nojeng 
Drs Sulaeman 
Dg Majja 
W2/12/2/2
001 
150 Bontoa Desa 
Borongpala’la 
23 Harafing Drs Sulaeman 
Dg Majja 
W2/13/2/2
001 
400  
24 Tija Binti Bulu Larigau Dg 
Sissing 
W2/004/K/
2/2/1999 
281 Sumbarrang Desa 
Borongpala’la 
25 Aminah Dg 
Kanga 
Bajdoang Dg 
Lewa 
W2/.3/19/
2/1991 
404 Lamuru Desa 
Sunggumanai  
26 Hasyim Dg 
Pole 
Larigau Dg 
Sassing 
W2/005/K/
2/2/1999 
540 Japing Desa 
Sunggumanai 
27 Nusuk Dg 
Ngunjung 
Bajdoang Dg 
Lewa 
W2/17/2/1
991 
429  Saipong Desa 
Sunggumanai  
28 Drs Taufik 
Bustaman  
Muzakkir W2/005/13
/2015 
552 Koccikang Desa 
Timbuseng  
29 Abdul Salam  Drs Sulaeman 
Dg Majja 
W2/017/K/
2/2/2003 
15119
,575 
Borong Pala’la 
Desa 
Borongpala’la 
30 Nakka Gassing Drs H Ahmad 
Muhajjir AF 
MH 
W2/008/20
07 
342 Pattalassang Desa 
Pattalassang 
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Dilihat dari data yang dihimpun Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pattalassang, data tanah wakaf yang teah memiliki Akta Ikrar Wakaf sebanyak 30 
lokasi. Yang tersebar merata diseluruh Desa Di Kecamatan Pattalassang. Rincian dari 
tanah wakaf tersebut adalah sebanyak 12 tanah yang diwakafkan sebelum didirikan 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang dan 18 tanah diwakafkan setelah 
didirikan Kantor Urusan Agama, yakni pada tahun 2007. Keseluruhan luas tanah 
yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah seluas 36.980 M2 dan 
seluruhnya dikelola oleh nazdir perorangan.   
Realitas perwakafan di Kecamatan Pattalassang masih sangat minim akan 
kesadaran pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW), diantara sekian banyak tanah yang 
diwakafkan, sebagian besar masih belum memiliki AIW, sebagai bukti minimal 
bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel data tanah 
wakaf yang sudah memiliki AIW dan yang belum memiliki AIW sebagai berikut ; 
Tabel 4 
Rekapitulasi Data Tanah Wakaf di Kecamatan Pattalassaang tahun 2017. 
 
No. Status Jumlah Persentase ( % ) 
1. Memiliki AIW 30 41,66 % 
2. Belum memiliki AIW 42 58,34 % 
 Jumlah  72 100% 
 
Dilihat dari data diatas, lebih dari 50 % tanah yang telah diwakafkan tidak 
mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW), data diatas jelas menunjukkan bahwa dari 72 
lokasi tanah wakaf, hanya 30 lokasi yang memiliki AIW, sesuai dengan hasil 
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observasi penulis dilapangan, ditemukan bahwasanya tanah yang belum memiliki 
AIW disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran masyarakat 
yang sangat minim tentang pentingnya pengurusan AIW, terkhusus untuk nazdir 
yang diberi amanah untuk mengurus segala keperluan harta wakaf, masyarakat di 
Kecamatan Pattalassang mewakafkan tanah mereka sebatas untuk kepentingan agama 
semata tanpa mengurus bukti outentik untuk tanah wakaf tersebut.  
D. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam hal Penerapan Pasal 218 
Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan di KUA Kec. 
Patalassang. 
1. Faktor Kesadaran Masyarakat 
a. Pemahaman masyarakat tentang wakaf.  
Berdasarkan penuturan dari Handriani selaku kepala bidang tata usaha KUA 
Kecamatan Pattalassang. Pemahaman masyarakat tentang wakaf masih minim dan 
hanya sekedar mengikuti budaya atau tradisi yang mereka terapkan di Kecamatan 
Pattalassang.  Artinya mereka masih menganut tradisi yang telah lama dilakukan di 
Kecamatan Pattalassang, yaitu hanya mewakafkan tanah untuk kepentingan ibadah 
tanpa memikirkan dasar hukum yang jelas untuk tanah wakaf tersebut. tradisi dan 
budaya yang mereka anut sudah berakar dan sulit untuk dihilangkan.
54
 
Pemahaman tersebut menghambat karena pengetahuan masyarakat tentang 
wakaf, baik itu tata cara, tata kelola, dan tata administrasi sangat mempengaruhi 
efektifitas perwakafan yang produktif di suatu wilayah, khususnya di wilayah 
Kecamatan Pattalassang.  
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Pemahaman masyarakat tentang tata kelola wakaf, khususnya tentang 
administrasi wakaf hanya sekedar tradisi lisan, artinya dalam hal perwakafan, tak 
mengenal adanya payung hukum, dimana payung hukum atau landasan hukum wakaf 
adalah Akta Ikrar Wakaf, masyarakat berpemahaman bahwa setelah mewakafkan 
tanah secara lisan bahwasanya proses tata kelola wakaf tersebut telah usai dan 
diserahkan kepada Nazdir untuk mengelola tanah wakaf tersebut susuai dengan 
kegunaannya.   
Prosedur pelaksanaan wakaf di Indonesia menurut kurniati, yaitu sebelum 
lahirnya perundang-undangan adalah berdasarkan tradisi yang diwarisi oleh islam.
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Pemahaman Masyarakat di Kecamatan pattalassang masih sangat minim akan 
pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan hanya sekedar mewakafkan tanah secara 
lisan kepada orang-orang disekitarnya, tanpa menunjuk saksi yang jelas untuk tanah 
wakaf tersebut serta tidak mengurus AIW. Masyarakat di Kecamatan Pattalassang 
memahami dan menyadari apa arti penting dari Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai 
suatu dokumen hukum atas tanah wakaf.  
b. Respon masyarakat yang kurang terhadap pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 
Terlebih lagi respon masyarakat yang sangat kurang tentang pengurusan Akta 
Ikrar Wakaf (AIW) mempersulit pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Pattalasang untuk membuat akta ikrar wakaf di Kecamatan Pattalassang, meskipun 
pengurus dari KUA sudah berupaya menemui masyarakat untuk memberikan 
sosialisasi serta untuk membantu dalam hal pengurusan ikrar wakaf langsung ke 
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masyarakat, sebagian masyarakat di Kecamatan Pattalasang sulit untuk diajak bekerja 
sama dalam hal pengurusan AIW. Mereka lebih mementingkan untuk menurus 
pertanian di ladang masing-masing ketimbang mengurus AIW disaat pengurus KUA 
berusaha menemui mayarakat. Hal semacam ini sangatlah menghambat dalam hal 
pengurusan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Pattalassang.  
2. Wakif Sudah Meninggal Sebelum Didirikan Kantor Urusan Agama. 
Berdasarkan pendapat narasumber Muzakkir selaku nadzir untuk wilayah 
Kecamatan Pattalassang. Salah satu yang menjadi Kendala lain dalam hal pengurusan 
Akta Ikrar Wakaf adalah wakif yang mewakafkan sudah meninggal. Karena tanah 
yang diwakafkan sudah sedemikian lama, terlebih lagi jika tanah wakaf tersebut 
sudah diambil alih oleh ahli waris dari wakif tersebut, maka akan sulit di kemudian 
hari untuk mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW).  Dari data yang dihimpun KUA 
Kecamatan Pattalassang bahkan ada tanah wakaf yang di wakafkan pada tahun 1943. 
Sehingga yang menjadi masalah selanjutnya terdapat ketidak-jelasan mengenai tanah 
wakaf tersebut.
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Menurut Muhammad Asrofi, selaku kepala bidang penyuluhan KUA 
Kecaatan Pattlassang, karena tanah wakaf sudah diambil alih oleh ahli waris, karena 
wakif sudah meninggal dunia, unruk pengurusan akata ikrar wakaf selanjutnya akan 
lebih sulit, sebab ahli waris ingin memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk 
kepentingan pribadi jika sudah tidak di gunakan sebagai sarana ibadah.
57
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data wakaf sebelum tahun 2007 dan 
setelah tahun 2007 
sebelum tahun 2007
setelah tahun 2007
Praktek perwakafan ini sudah jelas bertentangan dengan hukum islam, karena 
didalam hukum islam apabila wakif  telah mewakafkan harta bendanya maka harta 
wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. 
3. Faktor sejarah Kantor Urusan Agama. 
Dilihat dari segi sejarah, praktek perwakafan sudah dilakukan puluhan tahun 
sebelum didirikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattalassang. Data yang 
sudah dihimpun dari masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat 
mewakafkan tanahnya sebelum adanya KUA di Kecamatan Pattalassang. Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang didirikan pertama kali pada tahun 
2007, yang merupakan KUA pemekaran dari KUA Kecamatan Biring-Bulu.  
Ilustrasi tanah wakaf yang diwakafkan sebelum dan sesudah didirikannya 
Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattalassang dapat dilihat dari data berikut ini : 
 
57 
 
 
Dari data diatas disimpilkan bahwasanya wajar jika banyak tanah yang telah 
di wakafkan tidak memeiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), karena diwakafkan sebelum 
didirikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pattalasang. Sehingga mempersulit 
untuk pengurusan AIW dikemudian hari.  Data wakaf tertua adalah tanah yang di 
wakafkan untuk keperluan masjid yaitu masjid istiqlal di bu’rung-bu’rung desa 
pattalassang. Yaitu pada tanggal 13 desember 1943.  
E. Dampak yang Ditimbulkan jika Pasal 218 tidak Diimplementasikan di KUA 
Kec. Patalassang. 
1. Tidak ada Kepastian Hukum, atau Landasan Hukum.  
Wakif ataupun nadzir yang tidak mengurus Akta Ikrar Wakaf akan 
mengakibatkan tanah yang sudah diwakafakan tidak memiliki landasan hukum yang 
jelas, artinya jika kelak wakif sudah meninggal maka yang menjadi ahli waris 
memiliki kewenangan untuk menggugat tanah yang telah di wakafkan tersebut, 
karena tidak ada bukti outentik yang menjadi landasan bahwasanya tanah tersebut 
sudah diwakafkan. 
Wakaf dalam perkembangan selanjutnya, karena kurangnya bukti yang 
outentik, kerap kali terjadi penyalahgunaan terhadap harta wakaf, misalnya 
menjadikan wakaf itu harta milik pribadi atau hanya digunakan untuk kepentingan 
pribadinya. Dari kasus yang demikian, berarti tujuan wakaf untuk kepentingan umum 
sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
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2. Tidak Mendapat Izin Mendirikan Bangunan. 
Berdasarkan penjelasan dari Muhammad Asrofi, Untuk mendirikan bangunan 
diharuskan untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan, dan syarat-syarat yang 
diharuskan untuk mendirikan rumah ibadah antara lain; 
1) Harus ada 90 orang pemeluk agama yang bersangkutan. 
2) Persetujuan dari 60 orang perstujuan. 
3) Harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat.  
4) Harus ada sertifikat tanda bukti wakaf, minimal akta ikrar wakaf (AIW).  
Dikarenakan tidak memiliki landasan hukum yang jelas atau tidak memiliki 
akta ikrar wakaf, maka pemerintah setempat tidak akan memberikan surat izin untuk 
mendirikan bangunan.
58
  
3. Rawan Penyelewengan Terhadap Tanah Wakaf. 
Selain kasus banyaknya kasus tanah yang diatasnya berdiri bangunan masjid 
namun belum bersertifikat wakaf, persoalan lainnya adalah kasus tukar guling tanah 
wakaf.  
Karena tanah yang di wakafkan tidak memiliki landasan hukum yang jelas, 
maka tanah wakaf tersebut rawan untuk di selewengkan, terlebih lagi jika wakif yang 
mewakafkan tanah sudah meninggal dan di ambil alih oleh ahli warisnya. Seperti 
yang terjadi di desa borongpala’la. Dikarenakan ahli wakif meninggal maka ahli 
waris memindahkan masjid dan tanah yang telah diwakafkan digunakan untuk 
kepentingan pribadi karena letaknya yang sangat strategis. 
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Wakaf tidak boleh dipindahtangankan atau dijual (termasuk dibebani dengan 
jaminan) bahkan diubah pun tidak bias, kecuali disebabkan oleh suatu hal yang 
memaksa.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperolehlah kesimpulan terkait studi 
Implementasi Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perwakafan di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang. Adapun kesimpulan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pasal 218 Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pattalassang masih jauh dari apa yang diharapkan, karena 
kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat, meskipun demikian pengurus 
Kantor Urusan Agama Kecamatan pattalassang sudah berupaya semaksimal 
mungkin untuk menyelenggarakan administrasi pengurusan Akta Ikrar Wakaf 
(AIW), antara lain dengan: 
a) Memberikan sosialisasi yang intens kepada maysarakat akan pentingnya 
Akta Ikrar Wakaf (AIW) 
b) Memberikan pelayanan administrasi tatap muka atau administrasi 
langsung kepada masyarakat 
2. Dalam melaksanakan pasal 218 Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan 
Pattalassang, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam 
pengurusan Akta Ikrar Wakaf, kendala tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Faktor kesadaran masyarakat 
b) Wakif telah lama meninggal sebelum didirikannya Kantor Urusan Agama   
c) Faktor Sejarah Kantor Urusan Agama. 
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3. Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan sangat perlu 
untuk di implementasikan di kecamatan Pattalassang, maupun di seluruh 
wilayah Indonesia, karena apabila pasal ini tidak di terapkan sebagaimana 
mestinya maka akan menimbukan dampak hukum terhadap tanah yang sudah 
diwakafkan tersebut, dampak hukum yang ditimbulkan antara lain sebagai 
berikut : 
a) Tanah yang diwakafkan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. 
b) Rawan terjadi penyelewengan terhadap tanah yang diwakafkan. 
c) Tidak mendapat izin untuk mendirikan bangunan dari pemerintah 
Kecamatan setempat. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pengurus Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pattalassang,  diharapkan agar tetap memberi solusi yang tepat 
untuk menjamin kepastian hukum bagi tanah wakaf, serta memberikan 
sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat akan pentingnya Akta Ikrar 
Wakaf. 
2. Berbagai masalah muncul dalam hal pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) 
karena kurangya kesaadaran masyarakat tentang AIW, oleh karena 
itu,diharapkan pada masa yang akan datang masyarakat lebih sadar diri untuk 
mengurus AIW karena banyaknya permasalahan yang timbul jika masyarakat 
tidak mengurus AIW. 
3. Dari dampak yang buruk terhadap segala pemasalahan jika masyarakat di 
Kecamatan Patallasang tidak mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW), diharapkan 
dengan terlaksananya pasal 218 Kompilasi Hukum Islam tentang hukum 
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perwakafan di Kecamatan Pattalassang, maka dampak buruk tersebut dapat 
dihilangkan guna memaksimalkan manfaat dari tanah wakaf tersebut sesuai 
syariat yang di terangkan dalam hukum Islam. 
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